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UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
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ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat
dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan dan
Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar
Martoba Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pematangsiantar ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemutan Suara
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);



Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
Nomor : 28.c/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/Ill/2020 Tentang Penetapan
dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di
Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020. a.
Kelurahan Nagapita : Josep Pine Saragih, Harianto Saragih dan
Rekianto Tamba, b. Kalurahan Nagapitu : Taufik Hidayat, Muhammad
Igbal dan Nur Kumalasari, c. Kelurahan Pondok Sayur : Muliana
Manik, Jarudin Sagala dan Indah Rahmadani Siregar, d. Kelurahan
Sumber Jaya : Rodo abang Fitra Sinaga, Andre Joy Hezekiel
Tampubolon dan Dian Indah Sabetta Saragih, e. Kelurahan Tambun
Nabolon : Juanda Andriko Samosir, Menry R. Manurung dan Kurnia
Agung, f. Kelurahan Tanjung Pinggir : Meilan Silaban, Marison
Pasaribu dan Muhammad Teguh Sabilah, g. Kelurahan Tanjung
Tongah : Kiki Wulandari, Rojalia Madonna M dan Susanto. Panitia
Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020 di tingkat
kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa Kkerja Panitia
Pemungutan Suara selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal

23 Maret sampai dengan 23 November 2020.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
tanggal 22 Maret 2020

- Lampiran 7 (tujuh) Halaman



